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INTISARI

Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah di Badan Pertanahan
Nasional menghasilkan peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran.
Pelaksanaan pendaftaran tanah sporadis, dimana belum tersedia peta
pendaftaran tanah, mengakibatkan bidang tanah telah terdaftar tetapi
tidak digambarkan dalam peta pendaftaran atau sudah dipetakan tetapi
masih dalam koordinat lokal. Pengukuran bidang menggunakan metode
terestrial dapat dibantu menggunakan GPS. Penggunaan GPS tipe
navigasi dapat digunakan untuk mengetahui posisi pendekatan bidang
tanah, sehingga terjadinya bidang tanah melayang akibat tidak diikatkan
dalam Titik Dasar Teknik terdekat dapat dikurangi. Untuk menciptakan
kepastian mengenai bidang-bidang tanah yang terdaftar, secara unik
digunakan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah yang dibangun dalam peta
pendaftaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan
GPS tipe navigasi Garmin 12XL dalam membantu menentukan posisi
pendekatan bidang tanah pada peta pendaftaran. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis data primer yaitu
menggambarkan proses pemetaan bidang tanah secara digital yang
terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Kesimpulan pada hasil penelitian ini adalah GPS tipe navigasi
Garmin 12XL yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk membantu
proses penentuan posisi pendekatan bidang tanah pada peta pendaftaran.
Pengukuran terestris tetap digunakan sesuai kaidah kadastral dalam
rangka penetapan batas dan kepastian luas. Pemanfaatan GPS tipe
navigasi Garmin 12XL hanya untuk membantu mendapatkan posisi
pendekatan bidang tanah. Hasil bidang tanah yang telah diketahui
posisinya, digambarkan pada Peta Pendaftaran sesuai nomor lembat peta
yang bersangkutan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang
bersifat unik. Sehingga dukungan GPS dalam pemetaan secara semi
dijital sesuai peraturan yang berlaku, dapat membantu proses pembuatan

peta pendaftaran.




DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ....ceeeciiremeiinreneiiienseneceenansenssseescssssssnsssannssssanssassananssessens i
LEMBAR PERSETUUJUAN. ... ittt eercasrresessesessessamnssssssssasssnsassnnns ii
KKATA PENGANTAR ... cteeeeccitemesstrenenrcirenmnsessennssscanssssessnssasssssessssasssssrane iiii
INTISARI ....eeeeeeeececeieneeerreessensassnussssseenssssenssensessnnssessasasesrtansssseassssasssnessassans Vi
DAFTAR TABEL ......coueeciieemeeccieceeeeesanenieereneseseseenssssasnesssesssasssssnsssessnsssssance X
DAFTAR GAMBAR...........cccottrrmmmmenrcirerreesensssesiaeresesessresssssnanmssssesessnnssavasases xi
DAFTAR LAMPIRAN ..........coterimmmeccrnsiersenassseesiesessenssssesssessanmnssnseesnnnnnnsnnnes Xii
BAB | PENDAHULUAN ........cccccvviecineneeien Eereeerrrassnsnntstiartnenn b aaantaes 1
A. LatarBelakang.............ccooiiiiiiiii 1
B. Perumusan Masalah..............coooiiiiiiiiiii e e, 3
C. Batasan Penelitian ............coovveeimeeiiiiiieee et 4
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................c.cccoeviiiiinnnnnnnn. 5
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ............. 7
A. Tinjauan Pustaka................c.oooviiiiiiiii 7
1. Pendaftaran Tanah ...........cccoeoiiiiieiiiiiieiiieeeeerceeeeecee e eees 8
2. Peta Pendaftaran ..........cocooovimviiimiiieiieeeeeeeeeiiceere e eeeeeeeeee 8
3. PetaTunggal ......ccoooviiereiieenee e 9
4. Sistem Pemetaan Nasional .............cccoooveeiiiiiiiiiiiinnicinneneces 10
5. Metode Penentuan Posisi Absolut dengan GPS ............... 1

6. Penentuan Posisi Pendekatan Titik-titik Batas Persil
L K- 117 | IR UUR USROS 14
7. Pemetaan Bidang Tanah Secara Semi Dijital .................... 16
8. Spesifikasi GPS Garmin 12XL .........ccccoovimmnieriinieceene, 17
B. Kerangka Pemikiran .............ccccocoiiiiiiiiiiiiiinineaes 20
C. Anggapan Dasar .............cccoveiiimiimiiniiiieiin e 23

vi




BAB 1l

BAB IV

BABYV

METODE PENELITIAN ......ccooirirceirietrre st cncnenccensnnnnnans 24

A. Metode Penelitian. ..............coooeiiiii i 24

Lokasi Penelitian ...........ccccoo oo 24
C Populasidan Sampel ..o 24
D. Model Pendekatan Penelitian ...............ccoooooiiiiiins 26
E. JenisSData .....couvvveiiiiieeeeie . 20
E. Teknik Pengumpulan Data..............cccooooiiiiii 27
F. ANaAliSiS Data..........cooovviiiiiiiiiiiie et 29
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN ......rrrerrrnccneeneninanees 31
A. Keadaan Fisik Wilayah ...........cc.cc. e 31
B. Kondisi Fisik Kantor Pertanahan ............................. 32

1. Data Kepegawaian ..........ccccccciiiiiiiiinninnn e 32

2. Sarana dan Prasarana .............cccceeeecieeeenciiinn cevvieineniennns 33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........ccccceiirvveenenenneee 38

A. Pelaksanaan Pemanfaatan GPS Tipe Navigasi Garmin 12XL
dalam Membantu Penggambaran Bidang Tanah
dalam Peta Pendaftaran .............ccccooooiiiiinies 38
1. Pengukuran bidang tanah dan

pengamatan koordinat GPS ...............cociii 38

2. Penghitungan Nomor Lembar Peta .................cccocooe 45
3. Pemetaan Bidang Tanah ...........c.ccccceiiiieiininnee 47
a. Pembuatan Peta Bidang .............ccccccivviinniin. 47

b. Pemetaan pada Peta pendaftaran ................................ 51

c. Proses pencetakan Peta pendaftaran ........................... 54

B. Kesesuaian Pemetaan Bidang Tanah
Secara Semi Dijital ............cccoooiiiiii 56

vii




BAB VI PENUTUP .............

A. Kesimpulan .........ccccoooiiiniiinicins vvvveenees

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

viii




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak sangat erat
kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang
menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran
bidang-bidang tanah tersebut kemudian digambarkan ke dalam peta
dasar pendaftaran atau peta pendaftaran.

Pengadaan peta pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) adalah dalam rangka memenuhi Pasal 19 Undang-
Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) demi memberikan jaminan dan
perlindungan kepastian hukum kepada pemilik tanah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP Nomor
10 Tahun 1961) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP
Nomor 24 Tahun 1997), dimungkinkan pelaksanaan pendaftaran tanah‘
di luar desa lengkap (pendaftaran tanah sporadis), dimana seseorang
dapat memohon pendaftaran tanah di luar desa lengkap yang belum

| tersedia peta pendaftaran tanah, sehingga mengakibatkan bidang
tanah telah terdaftar tetapi tidak digambarkan dalam peta pendaftaran
atau sudah dipetakan tetapi masih dalam koordinat lokal.

Untuk menciptakan kepastian mengenai bidang-bidang tanah
yang terdaftar tersebut harus dibangun satu sistem peta pendaftaran

secara tunggal. Dengan peta tunggal, setiap bidang tanah yang
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terdaftar hanya akan dipetakan pada satu peta untuk satu wilayah
dalam lokasi yang bersangkutan. Peta bidang yang dibuat dalam
pengukuran sporadik dalam koordinat lokal, periu ditransformasikan ke
dalam koordinat nasional TM-3°, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN)
Nomor 3 Tahun 1997 menjadi suatu peta sistem tunggal. Jika peta
tunggal sudah tercipta dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi
dimana untuk peta kadastral memeriukan skala yang besar yaitu
1:1000, maka bidang tanah dapat digambarkan secara pasti.

Pengukuran bidang untuk pendaftaran tanah bisa dilaksanakan
dengan metoda lainnya selain metoda terestrial maupun fotogrametrik,
yaitu dengan extra temestrial. Hal tersebut dimungkinkan apabila
teknologi pengukuran dan pemetaan metoda tersebut sudah mencapai
ketelitian pengukuran batas bidang tanah sesuai dengan ketelitian
kedua metoda diatas seperti misainya; citra satelit, pengukuran GPS
dan lain sebagainya.

Pemanfaatan GPS (Global Positioning System) dapat untuk
meremajakan peta-peta rupa bumi maupun peta tematik, dan juga
basis data dari suatu sistem informasi geografis. Pemanfaatan GPS di
bidang pertanahan dapat digunakan untuk penentuan titik dasar teknik,
penentuan posisi titikk batas persil bidang tanah, penentuan serta
pencarian lokasi bidang tanah (Abidin, 2000:174).

Keraguan dalam posisi (position uncertainty) sering menjadikan

masalah dalam pengamatan menggunakan GPS karena banyak




surveyor yang masih beranggapan tentang ketidakpastian letak suatu
titik jika tanpa disertai ikatan jarak dan arah (Adiyanto,2007:124).
Pengukuran terestris bidang tanah yang dibantu dengan pemanfaatan
GPS tipe navigasi dapat digunakan untuk mengetahui posisi
pendekatan bidang tanah, sehingga terjadinya bidang tanah melayang
akibat tidak diikatkan dalam Titik Dasar Teknik terdekat dapat
dikurangi. Untuk menciptakan kepastian mengenai bidang-bidang
tanah yang terdaftar, secara unik digunakan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah yang dibangun dalam satu sistem peta pendaftaran secara
tunggal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PEMANFAATAN
GLOBAL POSITIONING SYSTEM TIPE NAVIGASI GARMIN
12XL UNTUK MEMBANTU PROSES PENENTUAN POSISI
PENDEKATAN BIDANG TANAH  PADA PETA

PENDAFTARAN".

. Perumusan Masalah

Kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, setelah
dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka.BPN Nomor 3
Tahun 1997, pemetaan bidang-bidang tanah yang terdaftar

seharusnya dilakukan pada suatu peta dengan sistem tunggal dalam

koordinat TM-3°.




Dalam kegiatan pemetaan bidang tanah yang terdaftar tetapi
belum ditransformasikan dalam Peta Pendaftaran, dapat digunakan
GPS tipe navigasi untuk menentukan lokasi bidang tanah. Hasil
koordinat dari pengamatan dengan GPS untuk mengetahui nomor
lembar peta dalam penggambaran bidang tanah di Peta Pendaftaran. -

Ketelitian posisi pendekatan yang didapat dengan pengamatan
GPS secara umum akan tergantung pada empat faktor yaitu : metode
penentuan posisi yang digunakan, geometri dan distribusi dari satelit-
satelit yang diamati, ketelitan data yang digunékan, dan
strategi/metode pengolahan data yang diterapkan. Hal tersebut
tergantung pada bagaimana memperhitungkan dan memperlakukan
faktor-faktor tersebut sehingga akan diperoleh tingkat ketelitian dimana
GPS tipe navigasi dapat digunakan untuk menggambarkan bidang
tanah dalam Peta Pendaftaran. |

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut : |
1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan GPS tipe navigasi Garmin

12XL dalam pehggambaran bidang tanah dalam Peta

Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?

2. Apakah proses pemetaan secara semi dijital di Kantor

Pertanahan Kabupaten Blora dengan memapfaatkan GPS tipe

navigasi Garmin 12XL sesuai dengan PMNA/Ka.BPN Nomor 3

Tahun 19977?




C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini dipandang periu untuk membatasi masalah

untuk menuntun peneliti dalam rangkaian proses penelitian agar tidak

menimbulkan salah tafsir dari pihak lain, serta untuk mengarahkan

penelitian ini pada pokok permasalahan yang akan diangkat, sehingga

ruang penelitian tersebut hanya dibatasi pada :

1.

Pemanfaatan GPS adalah pemanfaatan dalam hal
pemetaan/penggambaran untuk bidang-bidang tanah yang telah
diukur dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik ke
dalam Peta Pendaftaran.

Penggambaran bidang tanah adalah kegiatan penggambaran
titik-titik batas bidang tanah ke dalam suatu bidang proyeksi
sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi bidang
tanah yang akan dipetakan (Materi Diklat Pengukuran dan
Pemetaan Sederhana, Kanwil BPN Prépihsi Jateng,2007).
Bidang tanah yang akan digambarkan letak posisinya adalah
bidang tanah pengukuran sporadik yang belum dalam koordinat
nasional.

Receiver GPS tipe navigasi (navigation type) disebut juga tipe
navigasi (handheld receiver) (Hasanuddin Z. Abidin, 1997;28).
Receiver GPS tipe navigasi yang digunakan adalah receiver
yang dipakai petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blora,

yaitu GPS Garmin 12XL.




D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pemanfaatan GPS tipe navigasi Garmin
12XL dalam membantu proses penentuan posisi pendekatan
bidang ténah pada Peta Pendaftaran.
2. Untuk mengetahui kesesuaian proses pemetaan secara semi
dijital dalam pembuatan Peta Pendaftaran.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk menambah referensi kajian tentang pemanfaatan GPS di
bidang pertanahan. |
b. Data spasial berupa peta pendaftaran dapat dikelola secara
aktual, sehingga membantu Kantor Pertanahan dalam rangka
pemantauan, inventarisasi serta pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan wilayah.
C. Memberikan masu;(an bagi kelanjutan pengembangan

pembuatan Peta Pendaftaran.




BAB Vi
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap

Pemanfaatan GPS Tipe Navigasi Garmin 12 XL dalam Membantu

Penggambaran Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan GPS tipe navigasi Garmin 12 XL dapat dimanfaatkan
untuk membantu penggambaran bidang tanah pada peta
pendaftaran, yaitu mendapatkan posisi pendekatan bidang tanah.
Pengukuran bidang tanah tetap menggunakan kaidah terestris.

2. Prosedur pemetaan dengan memanfaatkan GPS tipe navigasi
Garmin 12XL di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sesuai
dengan prosedur pemetaan secara semi dijital pada PMNA/Ka.BPN
Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

a. Peralatan pengukuran
Alat ukur menggunakan meteran dibantu GPS Garmin 12XL dan
kompas.

b. Data ukuran
Data pengamatan dicatat pada gambar ukur.

c. Pengolahan data
Data koordinat diolah menggunakan perataan sederhana dan
dibantu dengan software transformasi untuk mendapatkan

nomor lembar peta bidang yang bersangkutan.

61




62

d. Pemetaan
Bidang tanah terdaftar digambar pada Peta Pendaftaran
menggunakan  software = AutoCAD. Pencetakan Peta
Pendaftaran menggunakan printer.

B. Saran

1. Perlu metode pengamatan yang lebih teliti untuk mendapatkan
koordinat pendekatan GPS tipe navigasi. Yaitu dengan
penggunaan menu menandai posisi (marking position) dah merata-
ratakan posisi (averaging position). Kedua metode ini untuk
menentukan peningkatan akurasi posisi suatu titik, meskipun masih
ada kesalahan tetapi akan menampilkan harga estimasi dari
perataan posisi.

2. Seiring dengan semakin murahnya receiver GPS terutama GPS
tipe navigasi dan semakin meningkatnya ketelitian yang bisa
didapatkan, dalam kegiatan kadastral perlu adanya peraturan yang
jelas yang mengatur mengenai spesifikasi penggunaan GPS. Tidak

hanya secara global tapi juga secara detaiinya.
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